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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 01 Tahun 2022
TENTANG

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang

Mengingat

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KATINGAN

. Bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang No.25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik Pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar
operasional prosedur serta menetapkan maklumat pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan
kondisi lingkungan;

. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
.penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu
disusun dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Scruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4180);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Peraturan Bupati Katingan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah
berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN

PEDOMAN  STANDAR  OPERASIONAL PELAYANAN PADA  DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pedoman Standar Operasional Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan,
penetapan, dan penerapan Standar Operasional Pelayanan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan.

Setiap bidang menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Operasional
Pelayanan untuk setiap jenis layanan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 03 Januari 2022

as Pemberdayaan Perempuan dan
PerlindundaiyAnak, Pengendalian Penduduk dan

DUSPBER/

FEALATUNGAN A
OANKE

5 a Muda/IV ¢
5620603 198503 1 016

Tembusan Kepada Yth. :

1.
2.

Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
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